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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4428):
Peraturan Pemerintah. Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4743):

4.

5.

6.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menetapkan

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN

SINGINGI

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasa!1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

Desentralisasi.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari

Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi.



9.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang

bertangung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan

Daerah.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan

kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan

mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.

6.

7.

8.

10.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.

11.Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,

rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum

daerah dan rumah sakit khusus daerah.

12.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten

Kuantan Singingi.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuantan

Singingi dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten terdiri

atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

pendidikan:

kesehatan:

pekerjaan umum:

perumahan:

penataan ruang,

perencanaan pembangunan: 1 ("

2.

3.

4
5.
6.



7. perhubungan:
8. lingkungan hidup:

9. pertanahan:

10. kependudukan dan catatan sipil,

11. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

12. keluarga berencana dan keluarga sejahtera:
13. sosial,
14. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian:
15. koperasi dan usaha kecil menengah:

16. penanaman modal,

17. kebudayaan dan pariwisata:

18. kepemudaan dan olahraga,
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian:

21. pemberdayaan masyarakat dan desa:

22. statistik,

23. kearsipan:
24. perpustakaan:
25. komunikasi dan informatika:

26. pertanian dan ketahanan pangan:
27. kehutanan:

28. energi dan sumber daya mineral,

29. kelautan dan perikanan:

30. perdagangan: dan

31. perindustrian.

Pasal 4

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan

pemerintahan yang wajib diselenggarakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

pendidikan,

kesehatan,

lingkungan hidup:

pekerjaan umum:

penataan ruang,

perencanaan pembangunan:

perumahan:

a.

b.

d.

e.

g.

kepemudaan dan olahraga,h.

Af
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penanaman modal,

koperasi dan usaha kecil menengah:

kependudukan dan catatan sipil:

ketenagakerjaan,

d.

Ji

k

. ketahanan pangan:

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

perhubungan,
komunikasi dan informatika,

pertanahan,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian, dan persandian,

pemberdayaan masyarakat dan desa:

sosial:

. kebudayaan,

statistik,

kearsipan, dan

perpustakaan.

Pasal 5

(1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan

daerah.

(2) Urusan pilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari :

a.

TO
pa

r

perikanan:

pertanian,

kehutanan,

energi dan sumber daya mineral:

pariwisata,

industri,

perdagangan:

ketransmigrasian.
Pasal 6

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

. Pasal 4 dan5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

S.

t.

3
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

nehern
H.SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Desember 2008,

SEKRETARIS DAERAH KA ATEN KUANTAN SINGINGI,

9, H. ZULKIFLI, M.Si

LEMBARAN BAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2008 NOMOR



Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI!

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, ditetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan singingi tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

: 41. Undang— Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3902),

2. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

(LembaranPembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389),
3. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan

beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4844):

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daerah


